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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Tahun 2022 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 14 Desember 2022, Nomor
2877/SEK/OT.01.1/11/2010 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 16 Desember 2022, Nomor
W12.U/2177/KU.01/12 /2022 Tentang Penyampaian Dokumen Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja berdasarkan
capaian yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan
target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, menguraikan pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja,
dan Akuntabilitas Keuangan selama Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan mampu
menjadi alat ukur dan laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan
(stakeholder) terkait kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum sempurna, oleh karena itu
masih diharapkan masukan yang positif dan dukungan konstruktif guna
kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun
yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Klaten, 30 Januari 2023

we.  Ditandatangani secara elektronik oleh
% KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Zi R E]

TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berupaya untuk mencapai target tertinggi dari
LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional
dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Dengan berakhirnya
Tahun 2022, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2022
yang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang
terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA disusun berdasarkan dan bersifat
Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d
Desember 2022 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama
menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis
yang akan dicapai dalam tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang
telah dilakukan reviu. Keempat Sasaran Strategis tersebut diukur dengan
mengaplikasikan beberapa Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Utama mempunyai nilai rata-rata sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar

97,08%.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 81,08%.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
sebesar 100%.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sebesar 100%.
Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas

adalah sebesar 94,54%
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA yang merupakan Badan Peradilan berada di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945
hasil amandeman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945,
disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat) dant tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat), sehingaa pemeringahan
berdasarkan atas sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang bersifat
absolut dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good govenance
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance adalah azas
akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sesuai

dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
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Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang didalamnya terdapat Rencana Strategis, serta dalam rangka
menindaklanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2877 /SEK/OT.01.1/11/2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
Tahun 2022.

I.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kedudukan, Wewenang dan Fungsi dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA adalah :
I1.2.1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan lembaga peradilan
dan pelaksana kekuasaan dibawah Mahkamah Agung yang
berkedudukan di Kabupaten Klaten. Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
memiliki tugas pada bidang penyelenggaraan peradilan tingkat
pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, dibantu oleh Wakil
Ketua, Hakim Tingkat Pertama, serta Panitera, Sekretaris, Panitera
Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Fungsional serta
Pelaksana di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

I.2.2. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan lingkungan
peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa
Semarang di Jawa Tengah yang menjadi kawal depan (Voorj Post)
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas pokok Pengadilan
tertuang dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 berbunyi :

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.

b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama, bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa,dan
memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
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1.2.3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Klaten

menyelenggarakan fungsi utama, yaitu :

a.

~

o

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi,
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian
/organisasi /tatalaksanan, dan keuangan/umum/perlengkapan).
Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan
hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI  Nomor: 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NO.
KMA/003/1I/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri, bahwa setiap pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu

oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan

Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra

dan wibawa Pengadilan. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan:

(1.) Ketua Pengadilan

R/
A X4

R/
A X4

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab
atas terselanggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaaan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan
Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan
untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan
dengan Pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan

menyerahkan kepada Paniter Pengadilan.

(2.) Kepaniteraan

7
A X4

L)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah aparatur tata
usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri
Kelas IA
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Panitera
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan adminitrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:
v' Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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R/
A X4

v' Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

AN

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

v' Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara;

v' Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

Kepaniteraan;

v"  Pelaksanaan mediasi;

<\

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
v" Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan
Negeri
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas [Aterdiri atas :
v' Panitera Muda Perdata
v' Panitera Muda Pidana

v Panitera Muda Hukum

(3.) Kesekretariatan

K/
X4

D)

7/

W=

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri
Kelas T A.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan
fungsi:

v Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program

dan anggaran;
v'  Melaksanaan urusan kepegawaian;
v' Pelaksanaan urusan keuangan,;
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v
v

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata
laksana,;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
Pelaksanaan wurusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,
dan perpustakaan; dan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas I A.

Kesekretarian Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, terdiri atas :Sub
Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri

Klaten Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2022
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I.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selama tahun 2022 sebagai acuan

untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, hal - hal umum tentang

keadaan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Tugas dan Fungsi dan

sistematika dari penyajian LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai rencana strategis, indikator

kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Klaten pada

tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja pada sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum

tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA serta strategi

pemecahan masalah.

Lampiran

Bagian ini berisi dokumen-dokumen untuk melengkapi LKjIP tahun

2022.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada
Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2022

dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
II.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi dari
Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam
menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2020-2024
mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sesuai dengan

Visi dan Misi Mahkamah Agung yang dapat dijabarkan menjadi :
II.1.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Visi
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klaten, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari
keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

mempunyai motto yaitu :
“ Bersama Kita BISA “
“B1IS A : Berwibawa, Informatif, Santun, Akuntabel “

II.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk dapat mengukur sejauh mana visi dan misi Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA telah tercapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penangan perkara melalui
teknologi informasi.

3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

4. Terwujudnya tindaklanjut penyelesaian perkara.

Agar dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA menetapakan Sasaran Strategis sebagai

berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
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2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

4. Meningkanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan rapat koordinasi secara berkala bagi Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional serta seluruh Pelaksana sesuai dengan
tupoksi masing-masing.

b. Melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Hakim
Pengawas Bidang dan Atasan Langsung.

c. Menyediakan Ruang Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari
keadilan

d. Membuat beberapa inovasi pelayanan kepada masyarkat antara lain :

— Inovasi Sinandaku

Inovasi Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana

Inovasi Aplikasi Monalisa
— Inovasi Online Direct Service (ODS)
e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pengadilan Negeri
Klaten bekerjasama dengan Radio RSPD Klaten.
f. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana antara lain :
— Pojok Baca bagi pengguna layanan PTSP
— Pojok E-Court dan E-Berpadu
— Co-work space.
— Pembuatan Ruang Laktasi

— Peningkatan Ruang Ramah Anak

II.2 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang
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telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang

akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana,
Perdata,

3. Register dan pendistribusian berkas
perkara ke Majelis yang tepat waktu,

4. Pengiriman berkas perkara banding

Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum Merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam
hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas

. dan kasasi disampaikan secara
masyarakat terhadap peradilan
lengkap dan tepat waktu,
5. Publikasi dan transparasi proses

penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kegiatan Pokok :

1. Pelaksanaan diklat tenis yudisial dan
non yudisial,

Tindak lanjut pengaduan yang masuk,
Tindak lanjut temuan yang masuk dari

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 2.
dibuat untuk mencapai sasaran strategis | 3.

menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai hasil guna
yang berkualitas

Hakim Pengawas Bidang,

4. Pembinaan administrasi pengelolaan
kepegawaian,

5. Pembinaan administrasi pengelolaan
keuangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan
Prasarana bertujuan untuk mencapai
sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana.

Program Peningkatan

Kegiatan Pokok :

1. Merencanakan RKAKL sesuai dengan
kebutuhan nyata Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA,

2. Mempersiapkan data dukung untuk
mendukung usulan pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan,

3. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa
sesuai dengan DIPA

4. Adapun usulan kegiatan yang perlu
dilaksanakan diantaranya :

e Pengadaan Alat Pengolah Data dan
Komunikasi
e Pengadaan Fasilitas Perkantoran
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I1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk dapat melihat capaian
keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Dimana Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Klaten telah direviu berdasarkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : NO.
W12.U9/464.B/0OT.01.1/1/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Januari 2022.

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut :

\[@) KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Proses Persentase perkara yang diselesaikan

Peradilan yang Pasti, tepat waktu

Transparan dan Jumlah putusan yang menggunakan

Akuntabel pendekatan keadilan restoratif
Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan

Peningkatan Efektivitas  Persentase  Salinan Putusan Yang

Pengelolaan Penyelesaian Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu

Perkara Persentase Perkara yang Diselesaikan
melalui Mediasi

Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang

Peradilan bagi Diselesaikan

Masyarakat Miskin dan  Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Terpinggirkan Luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Kepatuhan terhadap Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Putusan Pengadilan

II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
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komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri

Klaten Kelas IA.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA,

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan  Persentase perkara yang diselesaikan 100
yang Pasti, Transparan dan tepat waktu
Akuntabel

Jumlah putusan yang menggunakan 0
pendekatan keadilan restoratif
Persentase = Perkara yang  Tidak 75

. Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase  Perkara  Yang  Tidak 85
. Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase = Perkara  Anak vyang 0
. Diselesaikan dengan Diversi

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang 85
Puas Terhadap Layanan Peradilan

. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan 4
. Melalui Mediasi

=1 Meningkatnya Akses Peradilan  Persentase Perkara Prodeo vyang 0
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di 0
. Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan 40

Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)
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Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 5
terhadap Putusan Pengadilan  yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah anggaran program kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai

berikut :
H Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 10.410.544.000
Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 333.500.000
H Mahkamah Agung
m Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 144.382.000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

=

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinjera adalah proses sistematis
dan  berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingan dengan sasran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan
target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapka, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

) Realisasi
Capaian = —x100%
Target Capaian

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
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. SasaranStrategisl

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Target Realisasi Capaian
N Indik Kinerj
o ndikator Kinerja (%) (%) (%)
1 Persent'ase S'1sa Perkara Perdata 100 100 100
yang Diselesaikan
2 Persent'ase S}S&L Perkara Pidana 100 100 100
yang Diselesaikan
3  Persentase Perkara Perdata yang
100 88,89 88,89
Diselesaikan Tepat Waktu ’ ’
4 P.ersenta.tse perkara pidana yang 100 100 100
diselesaikan tepat waktu
S | Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum 75 93,72 124,96
Banding
6  Persentase Perkara Yang Tidak 85 95,63 112,50

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7 | Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum 95 100 105,26
Peninjauan Kembali
8 | Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi
9 Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 98,44 114,811

0 0 0

Sasaran Strategis 2 ‘

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

. . . Target Realisasi Capaian
No Indikator Kinerja (%) (%) (%)
1  Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak tepat waktu
2  Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak Tepat Waktu
3 Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi 4 5,41 135,25
4 Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan 100 100 100

PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
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5 Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

100 100 100

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan
2. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat 40 40 100
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

.5 B———
T

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti 5 2,5 50%
(Dieksekusi)

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2021
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel
diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2021, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel.
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Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

‘No

A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Indikator Kinerja

Persentase Sisa

Perkara Perdata yang

Diselesaikan
Persentase Sisa
Perkara Pidana yang
Diselesaikan
Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali
Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

Index Kepuasan
Pencari Keadilan

Target Realisasi

2022 2022
100 100
100 100
100 88,99
100 100
75 93,72
85 95,63
95 100

0 0
85 98,44

Capaian (%)

2022 2021 2020 2019

100 100 100 100
100 100 100 100
88,99 86,68 87,01 84,06
100 100 100 100
93,72 87,92 92,60 91,64
95,63 88,89 94,86 93,91
100 100 @ 99,7 99,72
0 0 1 0

98,44 95,42 93,60 87,4

2018

100

100

79,34

100

93,43

96,44

99,59

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
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Perkara yang masuk pada tahun 2021 dan tidak dapat
diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus
diselesaikan pada tahun 2022. Penyebab adanya sisa perkara adalah
karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember Tahun
2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022. Sedangkan yang
masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan,

baik dalam tahapan Replik, Duplik, maupun Pembuktian/Saksi.

Data sisa perkara tahun 2021 yang masih berjalan pada tahun

2022 yaitu:

Perkara Sisa Target Realisasi Persentase
Tahun  Penyelesaian Penyelesaian Realisasi
2021 2022 2022 (%)

Penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2021 berjumlah 54
perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 mencapai target yang
ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang
berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah
berjalan dengan baik dan lancar sehinggat tidak ada sisa perkara

tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2021 dan tidak dapat
diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus
diselesaikan pada tahun berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara
adalah karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember
Tahun 2021 dan baru disidangkan pada Tahun 2022. Sedangkan
yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf
persidangan.
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Data sisa perkara tahun 2021 yang masih berjalan pada tahun

2022 yaitu:

Perkara Sisa Target Realisasi Persentase
Tahun Penyelesaian Penyelesaian  Realisasi
2021 2022 2022 (%)

Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 berjumlah 12 perkara
yang diselesaikan pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan
yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah berjalan dengan
baik dan lancar sehinggat tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya

yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang masuk pada tahun 2022 dan dapat
diselesaikan pada bulan berjalan pada tahun tersebut secara tepat

waktu.

> Perkara Perdata Gugatan

Bulan Sisa Tahun Masuk Putus
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat

2022 Waktu
18

"

50 © 3
47 11 16 4
38 12 10 1
39 14 4
43 15 4
48 12 12 6
42 12 11 3
Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Bulan Sisa Tahun Putus
2021 Tepat Waktu Tidak Tepat

Waktu

40 16 11
44 12 10 5
44 148 117 41

Dari data tersebut, persentase perkara gugatan yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara gugatan pada tahun 2022 : 192 perkara

— Jumlah perkara gugatan yang selesai tepat waktu pada tahun
tersebut : 117 Perkara

— Persentase perkara gugatan yang dapat diselesaikan tepat waktu

adalah 60,93 %

Realisasi perkara gugatan putus tepat waktu 5 tahun terakhir

adalah sebagai berikut :

Realisasi Capaian (%)
Tahun Target Perkara yang Putus Tepat Realisasi Putus Tepat

Diselesaikan Waktu Waktu

2022 [REEH 158 117

2021 [EE 174 128 73,56 83,59
2020 [REEE 163 127 77,91 88,54
2019 [EEE 183 130 71,04 80,73
12018 Y 158 101 63,92 72,64

> Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Bulan Sisa Tahun Masuk Putus
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat
2022 Waktu

. o
%

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Bulan Sisa Tahun Putus
2021 Tepat Waktu Tidak Tepat

Waktu

0 2 0
3 3 ) 0
1 10 8 0
3 4 3 0
4 15 9 0

Dari data tersebut, persentase perkara gugatan sederhana yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara gugatan sederhana pada tahun 2022 : 69 perkara

— Jumlah perkara gugatan sederhana yang selesai tepat waktu pada
tahun tersebut : 69 Perkara

— Persentase perkara gugatan yang dapat diselesaikan tepat waktu
adalah 100 %

Realisasi perkara gugatan sederhana putus tepat waktu 5 tahun
terakhir adalah sebagai berikut :
Realisasi Capaian (%)

Tahun Target Perkara yang Putus Tepat Realisasi Putus Tepat
Diselesaikan Waktu Waktu

2022 ST 65 100

2021 STV 59 59 100 100
2020 STV 44 44 100 100
2019 STV 35 35 100 100
2018 STV 27 27 100 100

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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> Perkara Perdata Permohonan

Bulan Sisa Tahun Masuk Putus
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat
2022 Waktu

Januari

Dari data tersebut, persentase perkara permohonan yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara permohonan pada tahun 2022 : 185 perkara
— Jumlah perkara permohonan yang selesai tepat waktu pada tahun

tersebut : 179 Perkara

— Persentase perkara gugatan yang dapat diselesaikan tepat waktu
adalah 96,75 %

Realisasi perkara permohonan putus tepat waktu 5 tahun

terakhir adalah sebagai berikut :

Realisasi Capaian (%)

Tahun Target  Perkara yang Putus Tepat Realisasi Putus Tepat
Diselesaikan Waktu Waktu

m 111,15 111,15 111,15 111,15
2021 110,57 110,57 110,57 110,57 110,57

%
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Realisasi Capaian (%)
Tahun Target Perkara yang Putus Tepat Realisasi Putus Tepat
Diselesaikan Waktu Waktu

> Perkara Perdata Perlawanan

Bulan Sisa Tahun Masuk Putus
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat
2022 Waktu

[N

== W H» 01O U W W N
O O O© O ~ O N N O »
O O N —» O = = O O o
WO O O N O © © O o

Dari data tersebut, persentase perkara perlawanan yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara perlawanan pada tahun 2022 : 10 perkara

— Jumlah perkara gugatan yang selesai tepat waktu pada tahun
tersebut : 6 Perkara

— Persentase perkara perlawanan yang dapat diselesaikan tepat

waktu adalah 60 %

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Realisasi perkara perlawanan putus tepat waktu S tahun

terakhir adalah sebagai berikut :

Realisasi Capaian (%)
Target  Perkara yang Putus Tepat Realisasi Putus Tepat

Diselesaikan Waktu Waktu

88 9 6 66,67 75,76
88 2 1 50,00 56,82
88 8 4 50,00 56,82
88 7 3 42,86 48,70
88 9 3 33,33 37,88

Persentase perkara perdata yang selesai tepat waktu pada tahun

2022 adalah sebagai berikut :

o

4. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang masuk pada tahun 2022 dan dapat
diselesaikan pada bulan berjalan pada tahun tersebut secara tepat

waktu.

> Perkara Pidana Biasa

Bulan Sisa Tahun Masuk
2021 Tahun

Tepat Waktu

Tidak Tepat

2022 Waktu
1 21 1 0
21 21 8 0
34 14 25 0
23 17 15 0]
25 17 18 0

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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24 18 23 0
19 26 17 0
m 28 29 30 0
32 22 29 0
25 26 22 0
11 268 261 o

Dari data tersebut, persentase perkara pidana biasa yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara pidana biasa pada tahun 2022 : 279 perkara

— Jumlah perkara pidana biasa yang selesai tepat waktu pada tahun
tersebut : 261 Perkara

— Persentase perkara pidana biasa yang dapat diselesaikan tepat

waktu adalah 93,54 %

Realisasi perkara pidana biasa putus tepat waktu 5 tahun

terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi Capaian (%)
Perkara yang  Putus Tepat Realisasi | /@0iaii i
Diselesaikan Waktu Waktu

2022 TR 261 261 100

2021 BT 281 281 100 100
2020 BT 246 246 100 100
CUEEE 100 260 260 100 100
2018 BT 221 221 100 100

» Perkara Pidana Cepat/Ringan

Bulan Sisa Tahun Masuk
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat
2022 Waktu

4 o

3 0

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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0 28 28 0

Dari data tersebut, persentase perkara pidana cepat/ringan yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara pidana cepat/ringan pada tahun 2022 : 28
perkara

— Jumlah perkara pidana cepat/ringan yang selesai tepat waktu
pada tahun tersebut : 28 Perkara

— Persentase perkara pidana cepat/ringan yang dapat diselesaikan

tepat waktu adalah 100%

Realisasi perkara pidana cepat/ringan putus tepat waktu 5

tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi Capaian (%)
Perkara yang  Putus Tepat Realisasi | @ iaii 00
Diselesaikan Waktu Waktu

N 28 28 100

B 100 44 44 100 100
Bl 100 46 46 100 100
2019 BT 47 47 100 100
2018 BT 148 148 100 100

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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» Perkara Pidana Praperadilan

Bulan Sisa Tahun Masuk
2021 Tahun Tepat Waktu Tidak Tepat
2022 Waktu

2 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0

7 :

Dari data tersebut, persentase perkara pidana praperadilan yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara pidana praperadilan pada tahun 2022 : 7 perkara

— Jumlah perkara pidana praperadilan yang selesai tepat waktu
pada tahun tersebut : 6 Perkara

— Persentase perkara pidana praperadilan yang dapat diselesaikan

tepat waktu adalah 85,71%

Realisasi perkara praperadilan putus tepat waktu S5 tahun

terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi Capaian (%)
Perkara yang  Putus Tepat Realisasi & /Ziiaii i
Diselesaikan Waktu Waktu

100 6 6 100
100 1 1 100 100
100 4 4 100 100

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Sertifikasi - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Elektronik “Informasi Elektronik dan/atan Dokumen Elektronik danfatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah™

%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 33




100 5 S 100 100

2019 BT 1 1 100 100
]

» Perkara Pidana Anak

Sisa Tahun Masuk
plopal Tahun

Tepat Waktu Tidak Tepat

2022 Waktu
1 0 0 0
1 0 0 0
1 2 0 0
3 2 3 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 1 1 0
1 0 0 0

Dari data tersebut, persentase perkara pidana anak yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara pidana anak pada tahun 2022 : 7 perkara

— Jumlah perkara pidana anak yang selesai tepat waktu pada tahun
tersebut : 7 Perkara

— Persentase perkara pidana anak yang dapat diselesaikan tepat

waktu adalah 100%

Realisasi perkara anak putus tepat waktu S5 tahun terakhir

adalah sebagai berikut :

Tahun Target Realisasi Capaian (%)

Perkara yang  Putus Tepat Realisasi & /@0iaii 000
Diselesaikan Waktu Waktu

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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100 100 100

6 6
100 1 1 100 100
100 4 4 100 100
100 1 1 100 100
100 5 5 100 100

Bulan Sisa Tahun Masuk
2021 Tahun
2022

Tepat Waktu

Tidak Tepat
Waktu

0 874 0
0 1.535 0
0 973 0
0 1.038 0
0 694 0
0 642 0
0 981 0
m 0 2.150 0
0 2.671 0
0 2.216 0
0 14.222 14.222 0

Dari data tersebut, persentase perkara pidana lalu lintas yang

diselesaikan pada tahun 2022 yaitu

— Jumlah perkara pidana lalu lintas pada tahun 2022 : 14.222
perkara

— Jumlah perkara pidana lalu lintas yang selesai tepat waktu pada
tahun tersebut : 14.222 Perkara

— Persentase perkara pidana lalu lintas yang dapat diselesaikan

tepat waktu adalah 100%

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Realisasi perkara lalu lintas putus tepat waktu 5 tahun terakhir

adalah sebagai berikut :

Tahun

Realisasi
Putus Tepat
Waktu

Target Capaian (%)
Putus Tepat

Waktu

Perkara yang Realisasi

Diselesaikan

2022 TR 14.222 14.222 100 100
2021 BT 7.620 7.620 100 100
B 100 19.986 19.986 100 100
2019 BT 45.612 45.612 100 100
2018 [T 59.316 50.316 100 100

5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Putus 731 706 662 720 733
Tidak Upaya
Hukum Banding 683 647 613 633 687
Persentase (%) 93,43 91,64 92,6 87,92 93,72

6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Putus 731 706 662 720 733
Tidak Upaya 705 663 628 640 701
Hukum Kasasi
Persentase (%) 96,44 93,91 94,86 88,89 95,63

7. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
‘ Putus 731 706 662 720 ’ 733
Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Tidak Upaya
Hukum Peninjauan 728 704 660 720 733
Kembali
Persentase (%) 99,59 99,72 99,70 100 100

8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Perkara Anak yang
Dilakukan Diversi 0 0 1 0 0
Persentase (%) () 0] 7,69 0] (0)

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Kepuasan Masyarakat

I

II

Triwulan

III

IV

93,61

89,36

98,44

99,79

Index Persepsi Anti Korupsi

99,38

99,48

99,99

99,08

b) Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis 2 ‘

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ‘

No

Target Realisasi Capaian (%)

Indikator Kinerja

(%)

(%)

2022

2021

2020

2019

2018

Persentase Salinan
Putusan Perkara
Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak
tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak
Tepat Waktu

100

100

100

100

100

100

100

/i , | Balai
| | Sertifikasi
WiV | Elektronik
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Persentase Perkara 135 117
yang Diselesaikan 4 5,41 25’ 92,5 77,75 71 75’
Melalui Mediasi
Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,
88,4 97,3 | 40,9
Kasasi, dan PK yang 100 95 95 > 93,88 ’ ’
.. 8 7 6
Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai
berikut :

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada

Jumlah Perkara 345

Para Pihak tepat waktu

Uraian Tahun

2018

Perdata

Jumlah Salinanan 345
Putusan Dikirim

Tepat Waktu

Persentase (%) 100

Tahun
2019
385

385

100

Tahun
2020
344

344

100

Tahun
2021
373

373

100

Tahun

2022
415

415

100

2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada

Para Pihak tepat waktu

Uraian Tahun
2018

Jumlah Perkara 409

Pidana

Jumlah Salinanan 409

Putusan Dikirim
Tepat Waktu
Persentase (%) 100

Tahun
2019
296

296

100

Tahun
2020
310

310

100

Tahun
2021
324

324

100

3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

%

Ba
Sel

Elektronik

lai
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Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Perkara yang
dilakukan Mediasi 192 108 88 & 81
Perkara yang
diselesaikan 8 5 5 6 8
melalui Mediasi
Persentase (%) 7,84 4,63 5,68 8,00 9,88

4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan

PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 _
Jumlah Perkara
yang Banding, 96,45 92,27 95,72 95,09 96,49
Kasasi dan PK
Jumlah Perkara
yang Banding,
ezl dlevn TR s 96,45 92,27 95,72 95,09 96,49
dikirim tepat waktu
Persentase (%) 96,45 92,27 95,72 95,09 96,49

c) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
Persentase Perkara
Prodeo yang 0 0 0 0 0 0 0
Diselesaikan
Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu Yane 40 40 40 | 100 100 100 100
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai

berikut :
1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA pada Tahun 2022 adalah NIHIL. Hal ini, dikarenakan
tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten

Kelas IA.

2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan

Layanan Hukum (Posbakum)

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Perkara 116 116 116 116 116
Jam Layanan 312 312 312 312 312

d) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan

Pengadilan

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang 126, 132,
Ditindak lanjuti 138 49 874 6 6
(Dieksekusi)

138

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai

berikut :
1. Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dan diajukan

eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sangatlah sedikit

alai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus dan Berkekuatan

Hukum Tetap (BHT), hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkara

Putusan Permohonan Pelaksanaan Prosentase

N Put
o utusan BHT Eksekusi Eksekusi  Capaian (%)

Tahun 2022

1 158 141 10 8 80

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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3. EVALUASI KINERJA TRIWULAN

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap tiga bulan sekali (triwulan)

No

Tugas dan Fungsi
(Salin dari Tusi
masing2 bagian)

Indikator Kinerja Utama
(Renstra/Renja)

Perjanjian
Kinerja
Tahun 2022

Target
Tahun
2022

TW 1

TW 2

TW3

TW4

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Terwujudnya
Kepercayaan
masyarakat
terhadap sistem
peradilan melalui
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

Persentase Sisa Perkara
Perdata yang
diselesaikan

100%

100%

80%

85

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Sisa Perkara
Pidana yang diselesaikan

100%

100%

80%

83%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara
perdata yang
diselesaikan tepat waktu

100%

100%

50%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara
pidana yang diselesaikan
tepat waktu

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum banding

75%

75%

95%

97%

95%

96%

95%

97%

95%

96%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

95%

95%

95%

96%

95%

98%

95%

98%

95%

97%

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum PK

98%

98%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

Penyelesaian Pidana
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

5%

5%

5%

7%

5%

7%

5%

6%

5%

7%
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Index responden pencari
keadilan

80%

80%

82%

85%

84%

85%

85%

85%

86%

89%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan
Putusan Perkara yang
dikirim kepada para
pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Putusan
Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat
yang dapat Diakses
secara online dengan
waktu 1 Hari setelah
putus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi

4%

4%

3%

4%

4%

5%

5%

7%

6%

7%

Meningkatkan
Akses Peradilan
bagi masyarakat

miskin dan
terpinggirkan

Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Persentase Pencari 40% 40% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(POSBAKUM)
Meningkatnya Persentase Putusan 5% 5% 3% 4% 4% 5% 5% 7% 6% 7%
Kepatuhan Perkara Perdata yang
terhadap Putusan | Ditindaklanjuti (eksekusi)
Pengadiln
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B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada awal

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian REALISASI CAPAIAN

DIPA 01 Lrogram  Dukungan ;44044000 12.958.699.000 12.080.111.037 93,22%
Manajemen

- Lgmretn  emezlem 144.382.000 - 144,382,000 97,68%

dan Pelayanan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :
4+ DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp.10.744.044.000
(Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh
Empat Ribu Rupiah). Penyerapan DIPA(01) pada Tahun 2022 sebesar
93,22 %.

4+ DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 144.328.000 (Seratus
Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Penyerapan DIPA (03) pada Tahun 2022 sebesar 97,68 %.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Tahun Anggaran 2022, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi dan Realisasi
Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)

Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

(1.) PAGU DAN REALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 (dua) program dan
kegiatan yaitu :

P Lai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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v" Pembinaan administrasi

Urusan Administrasi

dan pengelolaan keuangan Badan

v Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah

Agung.

Pagu dan realisasi

anggaran untuk DIPA

Adminstrasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PAGU AWAL

KEGIATAN
(Rp)

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL

Layanan Umum 5.000.000
- Dukungan
Manajemen Non 5.000.000

Layanan Perkantoran

Layanan Sarana

Operasional Satker
Daerah
10.405.544.000
Gaji dan Tunjangan 8.742.618.000
Operasional dan
Pemeliharaan

Kantor

1.662.926.000

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

333.500.000

Internal

Pengadaaan
perangkat pengolah
data dan
komunikasi

239.500.000

Pengadaan
peralatan fasilitas
perkantoran
JUMLAH

94.000.000

10.744.044.000

1. Layanan Umum

(01) Badan Urusan
PAGU REVISI REALISASI PERSENTASE
(Rp) (Rp)
400.000 184.000 46%
400.000 184.000 46%
12.624.799.000  11.748.591.432 93,06%
10.816.618.000 9,994,153,607 92,40%
1.808.181.000 1.754.437.825 97,03%
- 332.325.986 99,65%
- 238.850.000 99,73%
- 93.475.986 99,44%
12.958.699.000 12.081.101.418 93,23

Layanan umum yaitu layanan manajemen non operasional satker daerah

yang digunakan untuk penanganan covid-19. Realisasi anggaran untuk

~

P

a) Penanganan Covid — 19

layanan umum pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Penanganan Covid-19 untuk Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
pada tahun 2022 digunakan untuk belanja jasa penanganan covid-
19. Dikarenakan pada tahun 2022 tingkat penyebaran virus covid-
19 telah melandai, sehingga untuk memaksimalkan penyerapan

anggaran dilakukan revisi anggaran, penggunaanya meliputi :
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Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 5.000.000 Rp. 400.000
Dilakukan revisi untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan

kondisi ﬁeniebaran virus covid-19 telah melandai

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 184.000 46%
Rincian belanja penanganan covid pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut :
Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi
R R
1. 522192 Belanja Jasa — 5.000.000 400.000 184.000 46
Penanganan
Pandemi COVID-
19
Total Belanja Jasa 5.000.000 400.000 184.000 46

2. Layanan Perkantoran
Layanan perkantoran yaitu layanan yang meliputi gaji dan tunjangan,
serta operasional dan pemeliharaan kantor. Realisasi anggaran untuk
layanan perkantoran pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :
a) Gaji dan Tunjangan
Gaji dan tunjangan meliputi pembayaran gaji pokok, tunjangan
suami/Istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan
fungsional, tunjangan PPH, tunjangan beras, uang makan dan

tunjangan umum, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 8.742.618.000 Rp. 10.816.618.000

Dilakukan revisi anggaran gaji dan tunjangan dikarenakan terdapat
pegawai masuk ke Pengadilan Negeri Klaten di tahun 2022. Pada awal
tahun 2022 Hakim berjumlah 15 orang, dan pada akhir tahun 2022

meniadi 19 orang Hakim.

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 9.994.153.607 92,40%

Rincian gaji dan tunjangan pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut :
@ | Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
1 d: sertifikasi - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
V' | Elektronik

“Informasi Elektronik dan/atan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah™

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 47



1.

2.

No Kode Kegiatan
Akun

511111 @ Belanja Gaji
Pokok PNS

511119 | Belanja
Pembulatan Gaji
PNS

511121 | Belanja Tunj.
Suami/Istri PNS

511122 | Belanja Tunj. Anak
PNS

511123 | Belanja Tunj.
Struktural PNS

511124 | Belanja Tunj.
Fungsional PNS

511125 | Belanja Tunj. PPh
PNS

511126 | Belanja Tunj.
Beras PNS

511129 | Belanja Uang
Makan PNS

511151 | Belanja Tunj.
Umum PNS

Total Belanja Pegawai

Pagu Awal
(Rp)
3.861.320.000

54.000

338.445.000
130.952.000
40.320.000
3.114.702.000
336.766.000
179.891.000
709.368.000
30.800.000

8.742.618.000

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
(Rp)

4.202.030.000 | 3.894.255.740 92,68
60.000 54.114 | 90,19
338.439.000 300.815.240 88,88
100.952.000 83.654.176 | 82,87
43.200.000 40.320.000 93,33
4.652.214.000 | 4.286.880.000 @ 92,15
568.844.000 531.969.777 93,52
236.318.000 200.458.560 & 84,83
639.936.000 623.686.000 97,46
34.625.000 32.060.000 | 92,59
10.816.618.000 9.994.153.607 92,40

Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi Kebutuhan sehari-

hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor,

pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan

dan pengambilan sumpah jabatan, rapat koordinasi internal,

konsultasi ke pusat/tingkat banding, konsultasi/pelaporan ke

KKPN/KANWIL/KPKNL,

penggunaannya meliputi :

dan

penanganan

covid-19,

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 1.662.926.000

Rp. 1.808.181.000

Dilakukan revisi dengan penambahan akun hak keuangan hakim dan
fasilitas kantor untuk sewa rumah dinas hakim.

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi

Rp. 1.754.437.825

97,03%

' . | Balai
d: Sertifikasi
I | Elektronik

Rincian operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun 2022

adalah sebagai berikut :
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No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi
Akun (Rp) (Rp)

Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 301.848.000 324.025.000 323.422.927

1. 521111 | Belanja Keperluan 239.912.000 233.912.000 233.311.000
Perkantoran

2. 521119 | Belanja Barang 4.000.000 32.177.000 32.176.975
Operasional Lainnya

3. 521811 | Belanja Barang 57.936.000 - 57.934.752
Persediaan Barang
Konsumsi

Langganan Daya dan Jasa 464.714.000 498.029.000 462.321.099

4. 521111 @ Belanja Keperluan 216.000.000 208.642.500
Perkantoran

5. 521114 | Belanja Pengiriman 18.000.000 - 13.183.305
Surat Dinas Pos
Pusat

6. 522111 | Belanja Langganan 216.000.000 249.315.000 238.281.925
Listrik

7. 522112 | Belanja Langganan 8.400.000 - 961.340
Telepon

8. 522113 | Belanja Langganan 4.800.000 - 552.000
Air

9. 522141 | Belanja Sewa 1.514.000 - 700.029

Pemeliharaan Kantor 748.238.000 758.361.000 758.336.949

10. | 523111 | Belanja Pemeliharaan 463.669.000 406.440.000 406.436.480
Gedung dan
Bangunan

11. | 523119 @ Belanja Pemeliharaan 104.139.000 - 104.131.104
Gedung dan
Bangunan Lainnya

12. | 523121 | Belanja Pemeliharaan 181.430.000 247.782.000 247.769.365
Peralatan dan Mesin

Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim - 105.480.000 102.060.000

13 | 522141 | Belanja Sewa - 105.480.000 102.060.000

Pembayaran Terkait Pelaksanaan 81.550.000 78.250.000 69.900.000

Operasional Kantor

14. | 521111 | Belanja Keperluan 38.350.000 35.050.000 34.500.000
Kantor

15. | 521115 | Belanja Honor 43.200.000 - 35.400.000
Operasional Satuan
Kerja

Pelantikan dan Pengambilan 5.356.000 - 5.356.000

Sumpah Jabatan

16. | 521119 @ Belanja Operasional 5.356.000 - 5.356.000
Lainnya

Rapat Koordinasi Internal 2.400.000 - 2.400.000

17. | 521119 @ Belanja Operasional 2.400.000 - 2.400.000
Lainnya

Konsultasi Ke Pusat/Tingkat 5.280.000 - 2.276.500

Banding

18. | 524111 @ Belanja Perjalanan 5.280.000 - 2.276.500
Dinas Biasa

Konsultasi/Pelaporan Ke 41.840.0000 19.940.000 17.672.150

KPPN/KANWIL/KPKNL
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\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi % ‘
Akun (1399)] (Rp)

19. | 524111 @ Belanja Perjalanan 38.000.000 18.500.000 16.232.150 87,74
Dinas Biasa

20. | 524113 | Belanja Perjalanan 3.840.000 1.440.000 1.440.000 100
Dinas Dalam Kota

Penanganan Covid-19 10.700.000 - 10.692.200 99,93

21. | 521131 | Belanja Barang 10.700.000 - 10.692.200 | 99,93
Operasional —
Penanganan Covid-19

Total Operasional dan Pemeliharaan 1.662.926.000 1.808.181.000 1.754.437.825 97,03

Kantor

3. Layanan Sarana Internal
Layanan sarana internal yaitu pengadaan perangkat dan pengolah data
dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
Realisasi anggaran untuk layanan sarana internal pada tahun 2022,
dengan rincian sebagai berikut :
a) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi meliputi

belanja modal peralatan dan mesin, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 239.500.000 -

Pengadaan belanja modal untuk 17 Personal Computer (PC) untuk
kepaniteraan, dan 4 buah printer.

Realisasi Akhir Tahun
Rp. 238.850.000

Presentase Realisasi
99,73%

Rincian pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada

tahun 2022 adalah sebagai berikut :

F , | Balai

V | Elektronik

Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi
(Rp) (Rp)
1. 532111 | Belanja modal 239.500.000 - 238.850.000 | 99,73
peralatan dan
mesin
Total Belanja Modal 239.500.000 - 238.850.000 99,73

b) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran meliputi belanja modal

peralatan dan mesin, penggunaannya meliputi :

Sertifikasi
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Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 94.000.000 -
Pengadaan barang modal untuk meja dan kursi serta interior pada

ruani sidani.

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 93.475.986 99,44%

Rincian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran kantor pada

tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun R R
1. 532111 | Belanja modal 94.000.000 - 93.475.986 99,44
peralatan dan
mesin
Total Belanja Modal 94.000.000 - 93.475.986 99,44

(2.) PAGU DAN REALISASI DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

DIPA (03) Badan Peradilan Umum terdiri dari 1 (satu) program dan
kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan umum dan terdapat
output kegiatan sebagai berikut :

» Koordinasi untuk percepatan penyelesaian perkara

» Perkara hukum perseorangan untuk perkara pidana yang

diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat

» Layanan bantuan hukum perseorangan untuk pos bantuan hukum
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI PERSENTASE
(Rp) (Rp) (Rp)
KOORDINASI
1. Percepatan 7.500.000 : 7.500.000 100
Penyelesaian Perkara
- Rapat Koordinasi
Teknis Penyelesaian 6.000.000 - 6.000.000 100
Perkara
- Dukungan
1.500.000 - 1.500.000 100

Penyelesaian Perkara
PERKARA HUKUM PERSEORANGAN

2. Perkara Pidana yang

diselesaikan ditingkat 105.682.000 - 102.339.573 96,84
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pertama di wilayah
barat

Pendaftaran Berkas
Perkara

Penetapan Hari
Sidang

Pengiriman Surat
Penahanan dan
Perpanjangan
Penahanan
Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan
Pengiriman
Petikan/Salinan
Putusan Kepada JPU
dan Terdakwa
Minutasi/Upaya
Hukum

Penanganan Perkara
Banding di
Pengadilan Tingkat
Pertama
Penanganan perkara
kasasi dan
peninjauan kembali
di Pengadilan Tingkat
Pertama

LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN

3. Pos Bantuan Hukum

1. Percepatan Penyelesaian Perkara

{" ' e

Pos Bantuan Hukum
JUMLAH

26.250.000

12.500.000

12.500.000

27.332.000

12.500.000

12.500.000

1.500.000

600.000

31.200.000
31.200.000

144.382.000

Percepatan penyelesaian perkara yaitu

55.124.000

10.500.000

458.000

144.382.000

rapat

55.123.173

12.500.000

10.000.000

320.000

9.800.000

12.500.000

1.496.400

600.000

31.199.978
31.199.978

141.039.551

koordinasi

100

100

95,24

69,87

78,40

100

99,76

100

100
100
97,68

teknis

penyelesaian perkara dan dukungan penyelesaian perkara. Realisasi

anggaran untuk percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2022,

dengan rincian sebagai berikut :

a) Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara

Rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara meliputi belanja

bahan dan belanja perjalanan dinas biasa, penggunaannya

meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 6.000.000

penyelesaian perkara

Penggunaannya untuk belanja bahan dan perjalanan dinas biasa dalam

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
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Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi

Rp. 6.000.000 100%

Rincian rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara pada tahun

2022 adalah sebagai berikut :

No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun R R
1. 521211 | Belanja Bahan 3.600.000 = 3.600.000 100
2. 524111 | Belanja Perjalanan 2.400.000 = 2.400.000 100
Dinas Biasa
Total 6.000.000 - 6.000.000 100

b) Dukungan Penyelesaian Perkara
Dukungan penyelesaian perkara meliputi hakim pengawasan dan
pengamatan (kimwasmat) ke Lembaga Permasyaratan untuk biaya

perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal Pagu Revisi

Rp. 1.500.000 -

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi

Penggunaannya untuk perjalanan dinas dalam kota bagi KIMWASMAT

Rp. 1.500.000 100%

Rincian dukungan penyelesaian perkara kantor pada tahun 2022

adalah sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi % ‘
Akun (1399)] (1599)]
1. 524113 | Belanja Perjalanan 1.500.000 = 1.500.000 100
Dinas Dalam Kota
Total 1.500.000 - 1.500.000 100

2. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat
Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat
yaitu pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman
surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang
pengadilan, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan
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terdakwa, minutasi/upaya hukum, penanganan perkara banding di
Pengadilan Tingkat Pertama, dan Penanganan perkara kasasi dan
Peninjauan Kembalik di Pengadilan Tingkat Pertama. Realisasi anggaran
untuk perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama pada tahun
2022, dengan rincian sebagai berikut :
a) Pendaftaran Berkas Perkara
Pendaftaran berkas perkara meliputi belanja bahan dan belanja

barang persediaan, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 26.250.000 Rp. 55.124.000

Digunakan untuk belanja penggadaan dan penjilidan berkas perkara
dan alat tulis kantor untuk berkas perkara

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 55.123.173 100%

Rincian pendaftaran berkas perkara pada tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun (Rp) (Rp)
1. 521211 | Belanja Bahan 5.000.000 - 5.000.000 100
2. 521811 | Belanja Barang 21.250.000 50.124.000 50.123.173 100
Persediaan Barang
Konsumsi
Total 26.250.000 55.124.000 55.123.173 100

b) Penetapan Hari Sidang
Penetapan hari sidang meliputi belanja perjalanan dinas dalam

kota, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal Pagu Revisi
Rp. 12.500.000 -

Digunakan wuntuk belanja perjalanan dinas dalam kota untuk
enetapan hari sidan

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 12.500.000 100%
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%

b

Rincian penetapan hari sidang pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut :
Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi
R R
1. 524113 | Belanja Perjalanan 12.500.000 = 12.500.000 100
Dinas Dalam Kota
Total 12.500.000 - 12.500.00 100

c) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan

meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja

perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 12.500.000

Rp. 10.500.000

penahanan

Digunakan untuk pengiriman surat penahan dan perpanjangan

Realisasi Akhir Tahun Presentase Realisasi
Rp. 10.000.000 95,24%
Rincian pengiriman surat penahanan dan perpanjangan

penahanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi % ‘
Akun (1399)] (1599)]

1. 521114 | Belanja 2.500.000 500.000 - 0
pengiriman surat
dinas pos pusat

2. 524113 | Belanja Perjalanan 10.000.000 = 10.000.000 100
Dinas Dalam Kota

Total 12.500.000 10.500.000 10.500.000 95,24

Balai
Sertifikasi
Elektronik

d) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan meliputi belanja bahan untuk

sidang di pengadilan, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 27.332.000

Rp. 458.000

terdakwa

Digunakan untuk konsumsi pengamanan dan kepolisian serta makan
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Realisasi Akhir Tahun

Presentase Realisasi

Rp. 320.000

69,87%

Rincian pemeriksaan di sidang pengadilan pada tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan

Pagu Awal

Pagu Revisi (Rp) Realisasi

%

Akun (Rp) (1399)]
1. 521211 | Belanja Bahan 27.332.000 458.000 320.000 | 69,87
Total 27.332.000 458.000 320.000 69,87

e) Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa

Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa

meliputi belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya

meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 12.500.000

Realisasi Akhir Tahun

Digunakan untuk mengirimkan petikan/salinan putusan

Presentase Realisasi

Rp. 9.800.000

78,40%

Rincian pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan

terdakwa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun (Rp) (Rp)
1. 524113 | Belanja Perjalanan 12.500.000 - 9.800.000 | 78,40
Dinas Dalam Kota
Total 12.500.000 - 9.800.000 78,40
f) Minutasi/Upaya Hukum
Minutasi/Upaya Hukum meliputi belanja bahan untuk

minutasi/upaya hukum, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 12.500.000

Digunakan untuk penggadaan dan penjilidan berkas perkara

Balai
Sertifikasi
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Realisasi Akhir Tahun

Presentase Realisasi

Rp. 12.500.000

100%

Rincian minutasi/upaya hukum pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut :

Kegiatan

Pagu Awal

Realisasi

Pagu Revisi (Rp)

1. 521211 | Belanja Bahan

12.500.000

= 12.500.000

100

Total

12.500.000

- 12.500.000

100

g) Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama

meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan belanja

perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 1.500.000

Realisasi Akhir Tahun

Digunakan untuk pengiriman berkas banding serta pemberitahuan

proses dan putusan bandini kepada i’aksa /terdakwa

Presentase Realisasi

Rp. 1.496.400

99,76%

Rincian penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat

Pertama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun (Rp) (Rp)

1. 521114 | Belanja 500.000 - 496.400 99,28
Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat

2. 524113 | Belanja Perjalanan 1.000.000 1.000.000 100
Dinas Dalam Kota

Total 1.500.000 - 1.496.400 99,76

Balai
Sertifikasi
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h) Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan

Tingkat Pertama

Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan

Tingkat Pertama meliputi belanja pengiriman surat dinas pos pusat

dan belanja perjalanan dinas dalam kota, penggunaannya meliputi:

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 600.000

Realisasi Akhir Tahun

Digunakan untuk pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
serta pemberitahuan proses dan putusan Kasasi dan Peninjauan
Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum

Presentase Realisasi

Rp. 600.000

100%

Rincian Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut :
\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi % ‘
Akun (Rp) (Rp)
1. 521114 | Belanja 200.000 - 200.000 100
Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat
2. 524113 | Belanja Perjalanan 400.000 400.000 100
Dinas Dalam Kota
Total 600.000 - 1.496.400 100

3. Pos Bantuan Hukum

Realisasi anggaran untuk pos bantuan hukum pada tahun 2022, dengan

rincian sebagai berikut :

Pagu Awal

Pagu Revisi

Rp. 31.200.000

Klaten.

Realisasi Akhir Tahun

Digunakan untuk honor administrasi kegiatan pos bantuan hukum dan
honor advokat/pengacara yang piket di POSBAKUM Pengadilan Negeri

Presentase Realisasi

Rp. 31.199.978

100%
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Rincian pos bantuan hukum pada tahun 2022 adalah sebagai

berikut :
No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi (Rp) Realisasi %
Akun (Rp) (1399)]
1. 521213 | Belanja Honor - 780.000 780.000 100
Output Kegiatan
2. 522131 | Belanja Jasa 31.200.000 30.420.000 30.419.978 100
Konsultan
Total 31.200.000 31.200.000 31.199.978 100

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun

2022 adalah sebagai berikut :

a. Relokasi dan Renovasi pada tahun 2022
1. Perbaikan Portal dan Pagar Halaman
Melakukan renovasi terhadap portal pintu masuk/keluar dan

pagar halaman guna pengaturan alur masuk dan keluar tamu

menjadi satu pintu ke/dari Kantor Pengadilan Negeri Klaten.

2. Perbaikan Ruang Tunggu Tahanan Anak
Perbaikan ruang tahanan anak dengan penambahan fasilits

berupa kamar mandi, pojok baca dan tempat ibadah.
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3. Perbaikan Ruang Lakstasi
Melakukan perbaikan terhadap ruang laktasi dengan melengkapi
fasilitasnya berkolaborasi dengan peserta pelatihan pelatihan

manajemen sebagai aksi perubahan.

oy

4. Relokasi ruang Musholla
Pemindahan Mushola Al-Mugsithin yang semula berada di lantai
atas menjadi di lantai bawah agar posisi Mushola lebih strategis

karena berada di depan kantor Pengadilan Negeri Klaten.

5. Penyediaan Ruang Terbuka
Penyediaan ruang terbuka untuk kegiatan di Pengadilan Negeri

Klaten.
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6. Penyediaan Co-Working
Penyediaan ruang Co-Working Space untuk ruang kerja bersama

bagi penggunjung sidang.

7. Perbaikan Ruang Command Center
Perbaikan ruang command center Pengadilan Negeri Klaten agar

lebih nyaman bagi penggunanya.

8. Penyediaan Sarana Teleconference Ruang Sidang Anak

Melengkapi ruang sidang anak dengan sarana teleconference.
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9. Penambahan Kelengkapan Sarana Difabel
Melengkapi sarana difabel yaitu pendaftaran akun baru e-court

melalui e-formulir dan penambahan alat bantu dengar.

(5]

E-Formulir

A jTutonalEFormulir Pendaftaz & APA ITU E-FORMULIR?
VERFIS!

E-Formulir adalah sebuah formulir elektronik yang digunakan
untuk melakukan pendaftaran akun e-court pengguna latn
(erseorangan) sehingga pemohon pembuatan akun e-court dapat
langsung memiliki akun e-court tanpa harus mengantre bahkan
datang ke Pengadilan

10. Pojok Baca
Melengkapi PTSP Pengadilan Negeri Klaten dengan Pojok baca.

11. Relokasi Ruang Posbakum
Pemindahan ruang Posbakum yang semula berada di lobi depan

PTSP menjadi di sekitar area menunggu sidang bagi para pihak.

- \ 3
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b. Penghargaan pada tahun 2022
1. Penghargaan Lomba Inovasi Aplikasi Layanan Publik

Meraih penghargaan pelaksanaan aplikasi layanan terbaik

tahun 2022 dengan inovasi Online Direct Service (ODS).

2. Penghargaan Kinerja Evaluasi Implementasi SIPP (EILS)
Meraih penghargaan Evaluasi Implementasi SIPP Terbaik Ke-2
Kategori Kelas IA.

3. Penghargaan Terbaik I dari KPPN Klaten Kategori SPM Tidak
Pernah Ditolak.
Meraih penghargaan kategori SPM tidak pernah ditolak
pengajuan SPM lingkup wilayah kerja KPPN Klaten.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN
KEP-106/WPB.14/KP.10/2022

PIAGAM PENGHARGAAN

Pengadilan Vegeri Klaten

Kode Sotker 099122

Terbaik |

Penilaian
Bendahara Penerimaan Periode Desember 2021 5.d.
Agustus 2022 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kiaten
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4. Penghargaan Terbaik I dari KPPN Klaten Kategori Penyampaian
LPJ Bendahara Penerimaan.
Penghargaan Penilaian Penyamapain Laporan Pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan Periode Desember 2021 s.d.

Agustus 2022 Lingkup wilayah kerja KPPN Klaten.
KANTOR PELAYANA! y I:’Py:‘l;:’[::‘nl:::;:’:u NEGARA KLATEN ‘
PIAGAM PENGHARGAAN
D

Penilaian Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
i i 20215.d.
Agustus 2022 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kiaten

c. Inovasi Pelayanan tahun 2022

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Klaten kembali membuat terobosan
atau inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat. Inovasi yang dikembangkan ada 2 (dua) kategori.

Inovasi aplikasi dan layanan. Diantara Inovasi tersebut adalah
1. Inovasi Sinandaku

Inovasi Sinandaku atau Sistem Informasi Layanan Data
Kependudukan ini adalah bentuk Layanan yang memudahkan
masyarakat dalam hal perubahan data kependudukan seperti
Permohonan Ganti Nama, Perceraian, dan Akta Kematian
dimana dalam syarat administrasinya masyarakat memerlukan
penetapan dari pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri
Klaten akan memberi penawaran setelah selesai persidangan dan
penetapan dikabulkan, Sistem SINANDAKU akan mengirimkan
notifikasi ke whatsapp pihak untuk menggunakan layanan

SINANDAKU.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten telah bekerjasama
dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dimana berkas

dan syarat perubahan data kependudukan akan dikirim oleh
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Pengadilan Negeri Klaten begitu juga dengan Salinan Putusan
Penetapan Pengadilan. Sampai dengan diterbitkannya produk
Dinas Catatan Sipil masyarakat/pihak cukup menyelesaikan di
Pengadilan Negeri Klaten. Untuk Dokumen seperti Kartu
Keluarga dapat di cetak secara mandiri, namun untuk dokumen
seperti KTP harus tetap datang karena terdapat sesi pengambilan

foto untuk KTP.

SINANDAKU

‘I&stem Informasi Layanan Kependudukan
Pengadilan Negeri Kiaten

L= siNanDAKU

1]
+

& ons ,
Daftar Perkara Pergantlcm Nama
Gonti Nama

Perkara Pergantian Nama

Kilk Kirim Data untuk Membu jan ke Dukcap:

.
. e
A Log Notifikasi Show 10~ entries search:

7/Pae[2022/PNKIn  Akhid Muttagin Permohonan Ganti Nama 2022-12-01 | o

2. Inovasi Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana

Inovasi Layanan untuk masyarakat penerbitan Surat
Keterangan Tidak Pernah Dipidana, dimana Inovasi ini
bekerjasama dengan Dinas BKPSDM Kabupaten Klaten dalam
hal penyebaran informasi kepada masyaraka bahwa Permohonan

Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana untuk syarat pensiun
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tidak perlu data ke Pengadilan akan tetapi dapat mengajukan
secara online dan pembayaran PNBP sebesar Rp. 10.000,00
dapat dilakukan secara transfer atau datang ke Mall Pelayanan
Publik Kabupaten Klaten. Setelah adanya pembayaran PNBP
masyarakat dapat melaporkan ke Petugas ODS (Online Direct
Service) sehingga akan dikirim Surat Keterangan Tidak Pernah
Dipidana yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh

Ketua Pengadilan Negeri Klaten

. Inovasi Aplikasi Monalisa

Inovasi Aplikasi Monalisa adalah kependekan dari
Monitoring dan Analisa Pimpinan Pengadilan. Ide inovasi ini
bermula, data dari Evaluasi Implementasi SIPP Badilum sering
menampilkan data Ketidak Sesuaian, akan tetapi tidak tahu data
apa saja dari ketidaksesuaian itu, dan siapa yang bertanggung
jawab. Akhirnya dibuat sebuah Tools aplikasi untuk membantu
pimpinan pengadilan untuk mengidentifikasi perkara apa saja
yang tidak sesuai pada input data di SIPP dan siapa yang
bertanggung jawab. Dan hal ini cukup efektif karena pimpinan
dapat mengidentifikasi perkara apa saja yang tidak tertib dalam
pengisian dan siapa yang bertanggung jawab dalam input

datanya.

Tidak hanya data perkara yang menjadi konsentrasi dalam
aplikasi monalisa akan tetapi juga ditambahkan notifikasi
whatsapp untuk memperingatkan data yang belum diinput yang

terkirim di whatsapp group pengadilan.

Fitur lain dalam Monalisa adalah menampilkan data
penyerapan anggaran, dan survei harian IKM atau IPAK.
Monalisa Pengadilan Negeri Klaten juga ditambahkan fitur untuk
menghitung kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
berdasarkan data di SIPP. Monalisa dibuat oleh TIM IT
Pengadilan Negeri Klaten pada bulan Juli 2022.
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o e Kinerja Satker
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& Kinerja Perkara
Capalan (Peringkat) EIS
= Capaionixu
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B KM pax Nasional: 1 Pengadilan Tinggi : 3 Total Poin : 951.39 A
G Kenligurasisistem Peringkat 4 pada Kelas 1A dan Paringkat 3 poda se-Wikiyah Hukuer Totol copaian poin darl 4 indikator 1
" Kategeri: 501-1000 parkaro GADILAN TINGSH SEMARANG
& togout
“““““““ 143.93 534.41 109.00 164.05

Kinerjo - Kepatuhan Kalengkapan Kesasualon

Monev Capaian Penyelesaian Perkara
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4. Inovasi Online Direct Service (2021)

Inovasi ODS atau Online Direct Service ini adalah ide
untuk peningkatan layanan kepada masyarakat di masa
pandemi dengan melakukan layanan langsung secara online
menggunakan whatsapp di setiap meja PTSP. Dengan dibuatkan
portal resmi supaya masyarakat mudah mengakses layanan
PTSP secara online masyarakat dapat mengakses http://ods.pn-

klaten.go.id

Dengan membuka portal ODS Pengadilan Negeri Klaten
masyarakat dapat langsung klik nomor whatsapp yang tertera
kemudian berkomunikasi dengan petugas PTSP melalui
whatsapp. Layanan dapat dilakukan dengan chat, voice call atau
video call. Sejak dilaunching ODS mendapatkan respon bagus
dari masyarakat dilihat dari statistik penggunaan layanan ODS

oleh masyarakat.
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ODS selain menampilkan status petugas PTSP, uga

menampilkan data status pegawai dan agenda kegiatan sehingga

apabila ada masyarakat yang akan berkunjung dan bertemu

jajaran pimpinan dapat melihat setatus keberadaan pimpinan

maupun agenda kegiatan di pengadilan sehingga waktunya

dapat disesuaikan.

ODS PTSP @ Kiik Website Utama @ Panduan ODS @ SOP ODS

DASHBOARD PROFIL
PENGADILAN NEGERI KLATEN

0DS | Online Direct Service

INOVAS! Layanan Pengadilan Neger Klaten. Anda sekarang dapat melakukan layanan jarak jauh melali ODS | Online Direct Service. Pelayanan cukup dari rumah Telepon/Video
Call/Pesan Whatsapp

PETUGAS ODS
| Pengadilan Negeri Klaten

STATUS KEADAAN PEJABAT PENGADILAN NEGERI
Pengadilan Negeri Klaten

.. KETUA - WAKIL KETUA PANITEERA — SEKRETARIS i

) [ < e © i £ peem

: MH, WA, o g ouia
o onis £

‘Bagi calon pengunjung, cek di website kami sebelum memutuskan hadir. Dapatkan informasi Status Pejebat dan Agonds Kegiatan sehingga pelayanan snda tidek terganggu.

Agenda Keglatan Tidak Biasa
Pengadilan Negeri Kiaten

5. Inovasi Siaran Radio

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA melakukan siaran radio

bekerja sama dengan diskominfo klaten melalui siaran obrolan

serap aspirasi setiap hari kamis pukul 10.00 — 11.00 WIB, dan
dilakukan livestream di RSPDFM Klaten.
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BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

% i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun
2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat
dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan
berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian
kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2022 telah dapat
memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan
untuk tahun 2022.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam
pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun
2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang

ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang

terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan
dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung
oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten

Kelas IA pada tahun 2022 adalah :

+ Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis
maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati
masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target,
namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

+ Penyelesaian perkara pada tahun 2022 pada prinsipnya telah
berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum
mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2021 dapat
diselesaikan seluruhnya di tahun 2022 dan telah memenuhi
target.
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+ Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA tahun 2022 pada umumnya sudah berjalan
dengan baik dan telah mencapai target.

+ Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
sudah memenuhi target.

+ Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung
tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2022 ini telah
terealisasi seluruhnya.

+ Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
memperoleh beberapa penghargaan, antara lain :

v Penghargaan pelaksanaan aplikasi layanan terbaik
tahun 2022, dengan inovasi berupa Online Direct
Service (ODS)

v" Penghargaan EIS terbaik ke-2 Tahun 2022

v Penghargaan kategori SPM tidak pernah di tolak
pengajuan SPM di lingkup wilayah kerja KPPN Klaten

v" Penghargaan penilaian penyampaian laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan periode
Desember 2021 s.d. Agustus 2022 di Lingkup wilayah
kerja KPPN Klaten.

. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau
hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal
tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat
langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau
hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan
September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata
cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian
perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir

tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup
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banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak
Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa
perkaranya di tahun berjalan. Perkara masuk melalui ecourt di
Pengadilan Negeri Klaten juga tidak bisa ditebak sehingga
penambahan beban perkara menjadi lebih pada tahun 2022.

IV.2 SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada

beberapa saran — saran antara lain :

1.

A .
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Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk
mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya akan

tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu

adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang
digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus

dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

. Diperlukan penambahan pegawai yang kemampuannya sesuai

dengan bidangnya.

. Diperlukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai di

Pengadilan Negeri Klaten untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi

. Pengembangan terhadap inovasi khususnya layanan publik

terus digali dan menjadi ide segar dalam pelayanan demi

perbaikan layanan di Pengadilan Negeri Klaten.

. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai bagian

dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat
dioptimalkan pemanfaatannya sebagai evaluasi kinerja bagi

Pengadilan Negeri Klaten.

. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ukuran

kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.
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PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Nomor : W12-U9/ fo /KP.07.01/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah, maka perlu penunjukan dan
pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. bahwa guna kepentingan tersebut di atas, maka
perlu dibentuk tim guna membantu Ketua
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam
penyusunan laporan Akuntabilitas Pemerintah
Tahun 2022 dan mengirimkan pelaporannya pada
Tahun 2023,

c. bahwa kegiatan penyusunan tersebut meliputi
seluruh kegiatan dan target yang akan dicapai serta
disesuaikan dengan DIPA Tahun berjalan;

d. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim
tersebut dipandang mampu dan cakap
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor -3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

» Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan” " Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
Penetapan Kinerja Serta Sesuai Dengan Tugas
Pokok dan Fungsi;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan 2 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KLATEN KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN
IPENGANGAKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 PADA
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA.

KESATU 3 Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Klaten Kelas IA- Nomor  W12-

U9/111a/KP.07.01/1/2022 tanggal 4 Januari 2022

tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Pengadilan

Negeri Klaten Kelas IA.

KEDUA ; Penetapan Target Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut terdiri
dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP).

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut
pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana
tercantum dalam lajur 3 sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengadilan Negeri Klaten Kelas I1A Tahun 2023
dan bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4
dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Klaten
Tanggal : & Januari 2023

y -
#vs,  Drandatangar secara ele«<:omk dlen )

,"{a" KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS 1A

i . =)

Tyt
. 5%
TUTY BUDHI UTAMI, S H MLH. 5(?’2
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Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A

Nomor : W12-U9/ €0 /KP.07.01/1/2023
Tanggal : % Januari 2023
No Nama/Nip/Pangkat/Gol Jabatan D:tum:l;:guiangkat
1 2 3 4
Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. Ketua
1. NIP. 19710502 199603 2 001 Pengadilan Negeri Klaten Pelindung/Penasehat
Pembina Utama Muda (IV/c)
Budi Setyawan, S.H., M.H. Wakil Ketua
2, NIP. 19681023 199603 1 001 Pengadilan Negeri Klaten Ketua Tim
Pembina Utama Muda (IV/c)
Arief Yus Choerniawan, S.H., M.H. Panitera
3. NIP. 19690521 199203 1 003 Pengadilan Negeri Klaten Koordinator Kepaniteraan
Pembina Tk.1 (1V/b)
Dra. Narmi, S.H. Sekretaris
4. NIP. 19660919 198803 2 002 Pengadilan Negeri Klaten Koordinator Kesekretaristan
Pembina Tk.I (1V/b)
Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum. | Panitera Muda Perdata
S. NIP. 19670707 198803 1 003 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Perdata
Penata Tk. | (111/d)
Bandung Nawa Maryana, S.H. Plt.Panitera Muda Hukum
6. NIP. 19630918 199203 1 002 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Hukum
Penata Tk. | (111/d)
Jumilah, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana
7. NIP. 19750719 200112 2 001 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Pidana
Penata Tk. I (111/d)
Maryanto, S.H. Kepala Sub Bagian Umum | Penyaji Data Bagian Umum
8. NIP. 19671031 198703 1 002 dan Keuangan dan Keuangan
Penata Tk.1 ( 11l/d) Pengadilan Negeri Klaten
Pardiyo, S.H. Kepala Sub. Bagian | Penyaji Data Bagian
9 NIP. 19731012 199403 1 001 Kepegawaian, Organisasi | Kepegawaian,Organisasi dan
) Penata Tk. | (111/d) dan Tatalaksana Tatalaksana
Pengadilan Negeri Klaten
M. Irwansyah Harahap, S.Akt,, M.M. | Kepala Sub Bagian | Penyaji Data Bagian
10 NIP. 19790611 200805 1 001 Perencanaan, T dan | Perencanaan Al dan
* | Penata (lli/c) Pelaporan Pelaporan.
Pengadilan Negeri Klaten
Riska Agustina, S.T. Pranata Komputer Ahli | Operator
11. | NIP. 19850812 2019932 2 006 Pertama Pengadilan Negeri
Penata Muda (111/a) Klaten
Pelaksana TI
12. Puji Wiyono, S.Kom. Pengadilan Negeri Klaten Operator

Balai
Sertifikasi
Elektronik

f@ﬁ:

Ditetapkan di : Klaten

Tanggal : & Januari 2023
. : wiv,  Drasdatangani secare alekirnis aen
_-'@\‘ KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS 1A
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! nien's
TUTY BUDHI UTAMI, S.H.MH, [
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MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TRIWULAN |
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, . .
Transparan dan Akuntabel. a \Ijvzrlffuntase yang diselesaikan tepat 100% 65,83% 65,5%
b. Jumlah putusan yang menggunakan 0 0 o
pendekatan keadilan restoratif 1% 0% 0%
c. PresenFase Perkara yang Tidak . 75% 92.7% 123,6%
mengajukan Upaya Hukum Banding
d. PresenFase Perkara yang Tidak ‘ 85% 36.3% 42.7%
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
e. P.ersent:?}se perkara an.ak ya.ng 0% 0% 0%
diselesaikan dengan Diversi
f. Indeks Persepsi pencari keadlla.n yang 85% 93,61% 110%
puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 4. Persentase Salinan Putusan van
Penyelesaian Perkara T . . Ve 100% 100% 100%
disampaikan ke para pihak tepat waktu.
b. PersenFase p'erl.<ara yang diselesakan 4% 7 69% 175%
melalui mediasi.




NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pendaftaran Berkas Perkara

Pendaftaran perkara perdata dilakakuan
dengan aplikasi E-Court dan perkara
pidana melalui PTSP

Pendaftaran perkara perdata
melalui E-Court terkadang
mengalami gangguan pada server
pusat

Menginformasikan kepada pengguna layanan adanya

permasalahan gangguan server

Penetapan Hari Sidang

Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh
Majelis Hakim/Hakim dengan
menggunakan Aplikasi SIPP

Pemeriksaan disidang Pengadilan

Pemeriksaan persidangan pidana
dilakukan melalui persidangan online dan
persidangan perdata secara elitigasi

Pemeriksaan disidang pengadilan
terkendala adanya jaringan internet
yang tidak stabil

Melakukan koordinasi dengan bagian PTIP

Minutasi dan Upaya Hukum

Minutasi perkara dilakukan oleh Panitera
Muda melalui aplikasi SIPP dan Upaya
Hukum diajulan secara manual di PTSP

Pengiriman Petikan / Salinan
putusan kepada JPU dan Terdakwa

Petikan surat putusan diberikan kepada
terdakwa atau penasihat hukumnya
segera setelah putusan diucapkan

Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan

Sejak perkara terdaftar di Register
tanggung jawab atas penahanan perkara
tersebut beralih pada Pengadilan Negeri,
dan sisa masa penahanan Penuntut
Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim

Penanganan perkara banding di
Pengadilan Tingkat Pertama

Penanganan permintaan banding Pidana
dan Perdata yang diajukan melalui PTSP,
dicatat dalam register induk perkara
masing-masing dan diinput dalam Aplikasi
SIPP dan di kirim ke Pengadilan Tingkat
Banding

Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama

Penanganan permintaan Kasasi dan
Peninjauan Kembali Pidana dan Perdata
yang diajukan melalui PTSP, dicatat dalam
register induk perkara masing-masing dan

Penanganan perkara Kasasi dan PK
terkendala apabila terdapat
gangguan pada aplikasi direktori
putusan sehingga tidak dapat
mencetak barcode

Membuat surat keterangan bahwa tidak dapat

mencetak barcode dan bukti screenshot ;




diinput dalam Aplikasi SIPP dan di kirim ke
Mahkamah Agung ;

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya akses Peradilan bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 0% 0% 0%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan 0% 0% 0%
diluar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan 40% 100% 250%
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hokum (Posbakum)
NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pos Bantuan Hukum Jumlah pelayanan pos bantuan hukum : - -
1. BulanJanuari 10 Layanan
2. Bulan Februari 10 Layanan
3. Bulan Maret 10 Layanan

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Persentase putusan perkara perdata yang 5% 0% 0%
Putusan Pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi).

NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan
pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap (res judicata /

- Terdapat perkara eksekusi delegasi
yang belum dilaksanakan oleh

- Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri pelaksana
untuk segera melaksanakan dan menunggu hasil
pelaksanaan eksekusi




inkracht van gewijsde) yang bersifat pengadilan Negeri yang
penghukuman (condemnatoir), yang dimohonkan bantuan
dilakukan secara paksa, jika perlu dengan
bantuan kekuatan umum.

Klaten, April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.

Balai - Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE
/'d Sertifikasi - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Elelctronik “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah™



MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TRIWULAN I1
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, . .
Transparan dan Akuntabel. a szrlfteu”tase yang diselesaikan tepat 100% 65,28% 65,28%
b. Jumlah putusan ygng menggu_nakan 1% 0% 0%
pendekatan keadilan restorative
c. PresenFase Perkara yang Tidak . 75% 94,23% 125,33%
mengajukan Upaya Hukum Banding
d. PresenFase Perkara yang Tidak ‘ 85% 94,23% 125,33%
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
e. P.ersent:?}se perkara an.ak ya.ng 0% 0% 0%
diselesaikan dengan Diversi
f. Indeks Persepsi pencari keadlla.n yang 85% 89 36% 105%
puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 4. Persentase Salinan Putusan van
Penyelesaian Perkara T . . Ui 100% 100% 100%
disampaikan ke para pihak tepat waktu.
b. PersenFase p'erl.<ara yang diselesakan 4% 6,25% 150%
melalui mediasi.




NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pendaftaran Berkas Perkara Pendaftaran perkara perdata dilakakuan | - -
1. dengan aplikasi E-Court dan perkara pidana
melalui PTSP
Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh | - -
2. Majelis Hakim/Hakim dengan menggunakan
Aplikasi SIPP
Pemeriksaan disidang Pengadilan Pemeriksaan persidangan pidana dilakukan | Pemeriksaan persidangan secara | Menyampaikan kepada pihak adanya maintenance
melalui persidangan online dan persidangan | elitigasi terkendala karena adanya | ecourt untuk penyerahan dokumen disampaikan
3 perdata secara elitigasi maintenance e-court sehingga untuk | secara manual kepada Panitera Pengganti
upload dokumen tidak bias
Minutasi dan Upaya Hukum Minutasi perkara dilakukan oleh Panitera | - -
4, Muda melalui aplikasi SIPP dan Upaya
Hukum diajukan secara manual di PTSP
Pengiriman Petikan / Salinan Petikan surat putusan diberikan kepada | - -
5. putusan kepada JPU dan Terdakwa terdakwa atau penasihat hukumnya segera
setelah putusan diucapkan
Pengiriman Surat Penahanan dan Sejak perkara terdaftar di Register tanggung | - -
Perpanjangan Penahanan jawab atas penahanan perkara tersebut
6. beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa
masa penahanan Penuntut Umum tidak
boleh diteruskan oleh Hakim
Penanganan perkara banding di Penanganan permintaan banding Pidana | - -
Pengadilan Tingkat Pertama dan Perdata yang diajukan melalui PTSP,
7. dicatat dalam register induk perkara masing-

masing dan diinput dalam Aplikasi SIPP dan
di kirim ke Pengadilan Tingkat Banding




Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama

Penanganan permintaan Kasasi dan
Peninjauan Kembali Pidana dan Perdata
yang diajukan melalui PTSP, dicatat dalam
register induk perkara masing-masing dan
diinput dalam Aplikasi SIPP dan di kirim ke
Mahkamah Agung ;

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

0%

0%

0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan

0%

0%

0%

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hokum (Posbakum)

40%

100%

250%

NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pos Bantuan Hukum

Jumlah pelayanan pos bantuan hukum :
1. Bulan April 10 Layanan
2. Bulan Mei 10 Layanan
3. BulanJuni 10 Layanan

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi).

5%

0%

0%




NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan
pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap (res judicata /
inkracht van gewijsde) yang bersifat
penghukuman (condemnatoir), yang
dilakukan secara paksa, jika perlu dengan
bantuan kekuatan umum.

Adanya perkara eksekusi perdata
yang panjar biaya perkaranya habis

Menyurati pihak pemohon eksekusi untuk
menambah panjar biaya perkara

L.

- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

a\‘}‘ "Ecp‘;
g =
H E|

Klaten, Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
[OFR 0]

TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.




MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TRIWULAN I11
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, . .
Transparan dan Akuntabel. a \Ijvzrlffuntase yang diselesaikan tepat 100% 71% 71%
b. Jumlah putusan yang menggunakan 0 0 o
pendekatan keadilan restoratif 1% 0% 0%
c. PresenFase Perkara yang Tidak . 75% 95,47% 127,30%
mengajukan Upaya Hukum Banding
d. PresenFase Perkara yang Tidak ‘ 85% 299% 26,14%
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
e. P.ersent:?}se perkara an.ak ya.ng 0% 0% 0%
diselesaikan dengan Diversi
f. Indeks Persepsi pencari keadlla.n yang 85% 100% 100%
puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 4. Persentase Salinan Putusan van
Penyelesaian Perkara T . . Ve 100% 100% 100%
disampaikan ke para pihak tepat waktu.
b. PersenFase p'erl.<ara yang diselesakan 4% 8 33% 200%
melalui mediasi.




NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pendaftaran Berkas Perkara Pendaftaran perkara perdata dilakakuan | -Terdapat pendaftaran perkara | -menginformasikan kepada pemohon untuk
1. dengan aplikasi E-Court dan perkara pidana | permohonan belum upload dokumen | mengupload dokumen bukti dengan lengkap
melalui PTSP bukti lengkap
Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh | - -
2. Majelis Hakim/Hakim dengan menggunakan
Aplikasi SIPP
Pemeriksaan disidang Pengadilan Pemeriksaan persidangan pidana dilakukan | - -
3. melalui persidangan online dan persidangan
perdata secara elitigasi
Minutasi dan Upaya Hukum Minutasi perkara dilakukan oleh Panitera | - -
Muda melalui aplikasi SIPP dan Upaya
4. Hukum Perdata banding diajukan secara e-
court banding dan Pidana manual di PTSP ;
Pengiriman Petikan / Salinan Petikan surat putusan diberikan kepada | - -
5. putusan kepada JPU dan Terdakwa terdakwa atau penasihat hukumnya segera
setelah putusan diucapkan
Pengiriman Surat Penahanan dan Sejak perkara terdaftar diregister tanggung | - -
Perpanjangan Penahanan jawab atas penahanan perkara tersebut
6. beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa
masa penahanan Penuntut Umum tidak
boleh diteruskan oleh Hakim
Penanganan perkara banding di Penanganan permintaan banding Perdata | - -
Pengadilan Tingkat Pertama dengan e-court banding dan Pidana yang
. diajukan melalui PTSP, dicatat dalam register

induk perkara masing-masing dan diinput
SIPP dan di
Pengadilan Tingkat Banding ;

dalam Aplikasi kirim ke




Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Pengadilan

Penanganan permintaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Pidana dan Perdata

Terdapat kekurangan  dokumen

kasasi yang telah dikirimkan ke

-melakukan tindak lanjut dengan melengkapi dan

mengirimkan kekurangan dokumen kasasi yang

Putusan Pengadilan

ditindaklanjuti (dieksekusi).

o Tingkat Pertama yang diajukan melalui PTSP, dicatat dalam | Mahkamah Agung Rl dimintakan
' register induk perkara masing-masing dan
diinput dalam Aplikasi SIPP dan di kirim ke
Mahkamah Agung ;

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya akses Peradilan bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 0% 0% 0%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan 0% 0% 0%
diluar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan 40% 100% 250%
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)
NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pos Bantuan Hukum Jumlah pelayanan pos bantuan hukum :
1. Bulan Juli 10 Layanan
2. Bulan Agustus 10 Layanan
3. Bulan September 10 Layanan
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Persentase putusan perkara perdata yang 5% 133% 2660%




NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan
pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap (res judicata /
inkracht van gewijsde) yang bersifat
penghukuman (condemnatoir), yang
dilakukan secara paksa, jika perlu dengan

bantuan kekuatan umum.

- Terdapat perkara eksekusi yang
belum dapat dijalankan karena
masih ada perkara yang belum
BHT ;

Menunggu hasil putusan perkara dan telah ber
BHT ;

L.

\" - UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah™

- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Klaten, Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh

‘H KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.




MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

TRIWULAN IV
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, . .
Transparan dan Akuntabel. a \Ijvzrlffuntase yang diselesaikan tepat 100% 100% 100%
b. Jumlah putusan yang menggunakan 0 0 o
pendekatan keadilan restoratif 1% 0% 0%
c. PresenFase Perkara yang Tidak . 75% 957% 126,67%
mengajukan Upaya Hukum Banding
d. PresenFase Perkara yang Tidak ‘ 85% 95% 111,7%
mengajukan Upaya Hukum Kasasi
e. P.ersent:?}se perkara an.ak ya.ng 0% 0% 0%
diselesaikan dengan Diversi
f. Indeks Persepsi pencari keadlla.n yang 85% 99.79% 117,4%
puas terhadap layanan pengadilan.
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 4. Persentase Salinan Putusan van
Penyelesaian Perkara T . . Ve 100% 100% 100%
disampaikan ke para pihak tepat waktu.
b. Pmeerlsaeiz;cans]z(;zzli(ara yang diselesakan 4% 40,91% 1000%




NO AKSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES PELAKSANAAN URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Pendaftaran Berkas Perkara Pendaftaran perkara perdata dilakakuan | - Pendaftar perkara melalui e-court | -menyarankan pendaftar perkara untuk membuat
1. dengan aplikasi E-Court dan perkara pidana tidak memliki email untuk di input | email
melalui PTSP
Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh | - -
2. Majelis Hakim/Hakim dengan menggunakan
Aplikasi SIPP
Pemeriksaan disidang Pengadilan Pemeriksaan persidangan pidana dilakukan | - -
3. melalui persidangan online dan persidangan
perdata secara elitigasi
Minutasi dan Upaya Hukum Minutasi perkara dilakukan oleh Panitera | - -
Muda melalui aplikasi SIPP dan Upaya
4. Hukum Perdata banding diajukan secara e-
court banding dan Pidana manual di PTSP ;
Pengiriman Petikan / Salinan Petikan surat putusan diberikan kepada | - -
5. putusan kepada JPU dan Terdakwa terdakwa atau penasihat hukumnya segera
setelah putusan diucapkan
Pengiriman Surat Penahanan dan Sejak perkara terdaftar diregister tanggung | - -
Perpanjangan Penahanan jawab atas penahanan perkara tersebut
6. beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa
masa penahanan Penuntut Umum tidak
boleh diteruskan oleh Hakim
Penanganan perkara banding di Penanganan permintaan banding Perdata | - Terdapat pendaftaran upaya hukum | - petugas mengupload ulang dokumen sesuai
Pengadilan Tingkat Pertama dengan e-court banding dan Pidana yang | banding melalui e-court dokumen | dengan berkas perkara
. diajukan melalui PTSP, dicatat dalam register yang diupload kurang/tidak sesuai

induk perkara masing-masing dan diinput
SIPP dan di
Pengadilan Tingkat Banding ;

dalam Aplikasi kirim ke

dengan dokumen dalam berkas




Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama

Penanganan permintaan Kasasi dan
Peninjauan Kembali Pidana dan Perdata
yang diajukan melalui PTSP, dicatat dalam
register induk perkara masing-masing dan
diinput dalam Aplikasi SIPP dan di kirim ke
Mahkamah Agung ;

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

0%

0%

0%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan

0%

0%

0%

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

40%

100%

100%

NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pos Bantuan Hukum

Jumlah pelayanan pos bantuan hukum :
1. Bulan Oktober 10 Layanan

2. Bulan November 10 Layanan

3. Bulan Desember 10 Layanan

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi).

5%

100%

2000%




NO

AKSI/KEGIATAN

URAIAN PROGRES PELAKSANAAN

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan
pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap (res judicata /
inkracht van gewijsde) yang bersifat
penghukuman (condemnatoir), yang
dilakukan secara paksa, jika perlu dengan

bantuan kekuatan umum.

- Terdapat perkara eksekusi belum
dapat dilaksanakan karenakan
panjar biaya tidak cukup dan
pemohon belum menambah
panjar biaya ;

- Telah menyurati kepada pemohon eksekusi untuk

klarifikasi perkara ekskusi dan agar menambah
panjar biaya :

L.

- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah™

Klaten, Januari 2023

= Ditandatangani secara elektronik oleh
.?f;, KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
B

= 2| "
'| o

|& 2|

ety

TUTY BUDHI UTAMI, S.H.,M.H.




